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ABSTRAK 
 
HARTONO TASIR IRWANTO (B 111 09 487). Perwujudan Sila Keadilan 
Sosial dalam Pembangunan Hukum Ekonomi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan tentang Mini 
Market dalam Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Perwujudan Sila 
Keadilan Sosial, dan untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi bagi Mini 
Market yang melanggar peturaran perundang-undangan sebagai Perwujudan 
Sila Keadilan Sosial. 
Penelitian dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Makassar, karena bahan penelitian yang berkaitan dengan judul hanya dapat 
diperoleh pada instansi tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa total jumlah mini market yang ada 
di Kota Makassar per 21 juli 2016 sebanyak 374 toko. Di mana berturut-turut 
yang terbanyak adalah Alfa Mart sebanyak 163 toko, Indomaret sebanyak 
147 toko, Alfa Midi sebanyak 49, dan Circle K sebanyak 15 toko. 
Kesimpulan yang didapatkan penulis bahwa mini market sebagai 
bagian dari waralaba digolongkan sebagai pasar/toko modern, sehingga 
dalam hal ini pengertian mini market dipersamakan dengan pengertian 
pasar/toko modern. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan 
Penataan Pasar Modern Pasal 1 Angka 11, toko modern adalah dikelola oleh 
Pemerintah, Swasta, Koperasi, mengutamakan kenyamanan berbelanja, dan 
dilengkapi dengan harga yang pasti. Adapun sanksi bagi pelanggar diatur 
dalam Pasal 28, yaitu sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha, 
pencabutan izin usaha, dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, berupa tidak dapat membuka kegiatan usaha sesuai 
dengan ketentuan Perundang-undangan 
 Saran penulis agar pihak pemerintah, pihak swasta, dan lembaga 
swadaya masyarakat bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
daerah dan saling mengawasi berdasar payung hukum demi terwujudnya 
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, terdapat 4 
unsur dasar; yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka 
Tunggal Ika. Pancasila berkedudukan sebagai Ideologi Negara. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan 
sebagai konstitusi atau payung hukum tertinggi. Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berkedudukan sebagai bentuk Negara. Serta Bhineka Tunggal Ika 
berkedudukan sebagai semboyan. Pemahaman dan pengamalan terhadap 
ideologi, konstitusi, bentuk dan semboyan Negara yang kemudian kausa 
materiil bagi terwujudnya Negara Kesejahteraan. 
 Jika ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum, ke empat unsur dasar 
berbangsa dan bernegara tersebut mendapat kepastian formal-positifnya 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pancasila sebagai ideologi Negara termaktub dalam alinea ke 4 Undang-
Undang Dasar, Negara Kesatuan sebagai bentuk Negara terdapat dalam 
Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar, Bhineka Tunggal Ika sebagai 
semboyan Negara terdapat dalam Pasal 36 A, serta Undang-Undang Dasar 
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sebagai konstitusi itu sendiri. Tanpa bermaksud menyederhanakan, unsur 
dasar yang paling pasti dan konkret, ialah konstitusi. Maka, upaya 
membangun kesadaran berbangsa dan bernegara bertumpu pada upaya 
membangun kesadaran konstitusional segenap bangsa dan warga Negara 
Indonesia. 
 Argumentasi tersebut semakin diperkuat oleh Pasal 1 Ayat 3 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi; 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Praktis, segala perbuatan dalam 
konteks berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan aturan hukum 
yang berlaku. Perbuatan yang dimaksud haruslah mendapat persamaan di 
depan hukum, terlepas apakah pelaku perbuatan merupakan warga Negara 
dengan strata sosial rendah, maupun Presiden sebagai Kepala Negara 
sekalipun. Perbuatan, kegiatan, atau tindakan dalam bidang apapun, selama 
menyangkut persoalan berbangsa dan bernegara, haruslah sesuai dengan 
aturan hukum. 
 Begitupun dengan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan dan 
kemakmuran nasional, haruslah taat terhadap aturan hukum. Subyek inilah 
yang kemudian menjadi wilayah kajian Hukum Ekonomi. Membangun hukum 
ekonomi Indonesia, haruslah sesuai dengan Pancasila sebagai Ideologi 
Negara dan Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Negara Republik 
Indonesia. Pembangunan hukum ekonomi yang tidak berdasar pada 
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Pancasila sebagai dasar dan tujuan, serta tidak berdasar pada konstitusi 
sebagai aturan hukum tertinggi merupakan sebuah penyimpangan terhadap 
ideologi dan konstitusi.  
 Penyimpangan tersebut dapat diamati dari kecenderungan 
pembangunan hukum ekonomi dalam realitas sosial Indonesia, dewasa ini. 
Penyimpangan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan mengarahkan 
pembangun hukum ekonomi Indonesia pada persetujuan World Trade 
Organization, suatu organisasi perdagangan internasional, yang mana di 
dalamnya terdapat keinginan-keinginan pihak asing yang tidak jarang 
bertentangan dengan Dasar, Tujuan, dan Konstitusi Negara Indonesia. 
Persoalan tersebut diperparah jika kesepakatan dalam organisasi dagang 
internasional tersebut diratifikasi dalam perundang-undangan Negara 
Indonesia, mulai dari Peraturan Daerah, Undang-Undang, atau bahkan 
hingga pada amandemen Undang-Undang Dasar dalam sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 
 Asumsi tersebut dapat dibuktikan dari beberapa Undang-Undang 
dalam bidang hukum ekonomi yang diuji mareril oleh banyak pihak kepada 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Walhasil, setelah melakukan 
penafsiran Undang-Undang yang dimaksud terhadap Undang-Undang Dasar, 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan beberapa Pasal 
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dalam Undang-Undang tersebut karena bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945. 
 Adapun Undang-Undang yang dimaksud antara lain, Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03/PUU-VIII/2010, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 058-059-060-
063/PUU-II/2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Nomor 036/PUU-X/2012. 
 Lima Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, 
dapat dijadikan bukti betapa menyimpanganya pembangunan hukum 
ekonomi dari Ideologi sebagai dasar dan tujuan Negara dan Konstitusi 
sebagai aturan hukum tertinggi Negara Republik Indonesia. Bahwa betapa 
pihak asing yang bekerja sama dengan pengambil kebijakan yang kurang 
sadar secara ideologis dan konstitusional telah mengarahkan pembangunan 
hukum ekonomi Indonesia ke arah yang tidak semestinya. 
 Hemat penulis, contoh kasus yang paling faktual dan berada di dekat 
kehidupan sehari-hari kita adalah pembangunan mini market yang relatif 
banyak dan berdekatan dengan pasar tradisional. Ekses negatifnya, tentu 
akan akan mematikan potensi ekonomi dari pasar tradisional tersebut. 
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Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan ideologi dan konstitusi Indonesia? 
Di manakah perwujudan Sila Keadilan Sosial dalam contoh kasus tersebut? 
Di manakah perwujudan Pasal 33 Ayat Undang-Undang Dasar, yaitu 
perekonomian nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? 
 Mengacu pada contoh kasus tersebut, penulis kemudian mengajukan 
penelitian skripsi dengan judul; “Perwujudan Sila Keadilan Sosial dalam 
Peraturan tentang Mini Market di Kota Makassar” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah beberapa 
masalah berikut;  
1) Bagaimanakah Peraturan tentang Mini Market dalam Perundang-
Undangan di Indonesia sebagai Perwujudan Sila Keadilan Sosial? 
2) Bagaimanakah bentuk penerapan sanksi bagi Mini Market yang 
melanggar peturaran perundang-undangan sebagai Perwujudan Sila 
Keadilan Sosial? 
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C.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka menurut penulis tujuan 
penelitian; 
1) Untuk mengetahui Peraturan tentang Mini Market dalam Perundang-
Undangan di Indonesia sebagai Perwujudan Sila Keadilan Sosial. 
2) Untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi bagi Mini Market yang 
melanggar peturaran perundang-undangan sebagai Perwujudan Sila 
Keadilan Sosial. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
1) Sebagai referensi bagi penelitian dengan tema perwujudan keadilan 
sosial dalam peraturan tentang mini market. 
2) Sebagai referensi dalam diskursus mengenai perwujudan keadilan 
sosial dalam peraturan tentang mini market. 
3) Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya disiplin Dasar-Dasar Ilmu Hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Dasar Hukum Perwujudan Keadilan Sosial tentang Peraturan Mini 
Market di Kota Makassar. 
 
Konstitusi sebagai aturan hukum tertinggi yang terdapat pada suatu 
Negara merupakan dasar hukum yang paling fundamental dan universal bagi 
seluruh praktik hidup berbangsa dan bernegara. Mulai dari kegiatan politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, juga termasuk kegiatan hukum haruslah 
mengacu pada konstitusi. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang 
dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945.  
 
1. Peraturan tentang Mini Market Berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Jika subyek pembahasannya adalah mini market, maka akar 
persoalan tersebut pastilah kegiatan ekonomi. Adapun hal ikhwal kegiatan 
ekonomi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dibahas pada Bab XIV tentang 
Kesejahteraan Sosial, Pasal 33; 
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1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 
 
Maka, peraturan tentang mini market sebagai bagian dari kegiatan 
ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 haruslah disusun 
berdasarkan asas kekeluargaan, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maksud dari dikuasai Negara ialah 
bahwa tanah yang digunakan untuk membangun bangunan mini market 
tersebut berada dalam pengawasan penuh oleh Negara agar memiliki fungsi 
sosial. 
 
2. Peraturan tentang Mini Market Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
dan Peraturan Presiden Republik Indonesia  
 
Mini market termasuk bagian dari sistem perdagangan waralaba. 
Adapun waralaba adalah “suatu hak khusus yang diberikan kepada dealer 
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oleh suatu usaha manufaktur atau organisasi jasa waralaba, untuk menjual 
produk atau jasa pemilik waralaba di suatu wilayah tertentu, dengan atau 
tanpa eksklusivitas.1 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 1997 tentang Waralaba Pasal 1 Angka 1, disebutkan bahwa “waralaba 
adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan 
dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau 
ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan 
persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa.” 
 
Sedang pada produk hukum baru yang juga berbicara tentang 
waralaba, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 
Tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 1 Angka 1, disebutkan bahwa “waralaba 
adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha 
terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan 
barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan 
dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”  
 
                                                          
1 Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis: Waralaba, Raja Grafinda Persada, Jakarta, hlm.9.  
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Badan Usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak 
lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan 
intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki disebut dengan 
Pemberi Waralaba (franchisor), sedangkan badan usaha atau perorangan 
yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas 
kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi 
Waralaba disebut dengan Penerima Waralaba (franchisee).  
 
Mini market sebagai bagian dari waralaba digolongkan sebagai 
pasar/toko modern, sehingga dalam hal ini pengertian mini market 
dipersamakan dengan pengertian pasar/toko modern. Dalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 
Angka 5, dikatakan bahwa “toko modern adalah toko dengan sistem 
pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang 
berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket 
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”.  
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3. Peraturan tentang Mini Market berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Makassar 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 
Pasar Modern di Kota Makassar Pasal 1 Angka 11, disebutkan bahwa “Pasar 
Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta 
atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti 
Mall, Plaza, dan Shopping Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya 
dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan 
berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, yang bermodal relatif 
kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.”  
 
Mini market memiliki persamaan dengan toko kelontong, yaitu toko 
yang menjual segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap 
dan sebesar sebuah super market. Berbeda dengan toko kelontong, mini 
market menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri 
barang yang dibutuhkan dari rak-rak dagangan dan membayar di kasir.2 
 
 
 
                                                          
2 http://ridhass.blogspot.com/2011/03/perbedaan-minimarket.html diakses pada tanggal 9 
November 2015  pukul 05.34 WITA. 
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B.  Konsepsi Keadilan  
Apakah keadilan itu? Apakah dengan membagi sesuatu secara sama-
rata Ataukah membagi sesuatu secara seimbang? Apa pula perbedaan dari 
membagi sesuatu secara sama-rata dan secara seimbang?  Untuk 
menjawabnya, penulis mengelompokannya ke dalam beberapa perspektif, 
diantaranya;  
 
1. Keadilan dalam Perspektif Barat 
Salah satu tujuan hukum, di samping kepastian dan kemanfaatan 
adalah keadilan. Aliran hukum yang menekankan pentingnya keadilan 
sebagai tujuan hukum adalah aliran hukum alam. Hukum alam merupakan 
salah satu aliran hukum yang menyatakan bahwa substansi hukum terletak 
pada keadilan. Tokoh hukum alam diantaranya yaitu Plato, Aristoteles 
sebagai perwakilan filosof Yunani Klasik dan Thomas Aquinas sebagai 
perwakilan filosof zaman pertengahan. Adapun alam yang di maksud adalah 
alam akal yang bertugas memisahkan mana yang baik (dibolehkan) dan 
mana yang buruk (dilarang). Karakteristik hukum alam adalah ajaran etisnya. 
Pemikiran Plato dan Aristoteles telah membangun dasar bagi filsafat hukum 
Barat.3 
 
                                                          
3 Carl Joachim Friedrich. Filsafat Hukum; Perspektif Historis. Nusa Media, Bandung 2010, hal 30. 
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The Pure Theory of Law atau teori hukum murni yang digagas oleh 
Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum harus otonom, berdiri sendiri dan 
“dibersihkan” dari anasir-anasir non-hukum, termasuk keadilan, moral, 
agama, budaya dan lainnya. Hukum menurutnya, harus independen dan 
memisahkan diri dari keadilan. Hal itu dikarenakan keadilan adalah sesuatu 
yang subyektif. Dikatakan subyektif karena definisinya berbeda-beda oleh 
setiap orang, kelompok atau aliran. Keadilan seperti halnya kebenaran, 
setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda. Karena mustahil 
menyatukan subyektivitas mayoritas tersebut, maka keadilan tidak obyektif 
sehingga harus dipisahkan dari hukum.4 
Kebenaran merupakan subyek utama dalam sistem pemikiran. Dalam 
sistem sosial, keadilanlah yang menjadi subyek utama. Seberapa 
interaktifpun suatu tatanan sosial, jika tidak adil, maka interaksinya sekadar  
"topeng" untuk menutupi ketakutan sebagian orang terhadap kedzaliman 
penguasa. Semakmur apapun suatu tatanan sosial, jika tidak adil, maka 
kemakmurannya tak akan bertahan lama. Setebal apapun kitab hukum atau 
perundang-undangan, jika tidak mencerminkan keadilan, maka hukum 
tersebut hanyalah keluhuran di atas kertas. Itulah mengapa dinyatakan 
bahwa keadilan merupakan subyek atau bahasan utama dalam sistem sosial. 
                                                          
4 Hans Kelsen. Teori Hukum Murni. Nusa Media, Bandung, 2014, hal 1. 
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Tetapi, bukankah konsepsi keadilan setiap orang berbeda-beda? Bagaimana 
pula menentukan batasan antara yang adil dan yang tak adil? 
Terjadinya konflik kepentingan dikarenakan pembagian keuntungan 
yang tidak merata antara aktor kontrak sosial. Ada yang kerja sedikit, menuai 
banyak hasil. Sebaliknya, ada yang kerja banyak, menuai sedikit hasil. Di 
sinilah pentingnya konsepsi keadilan dan institusi keadilan dalam 
mewujudkan keadilan an sich. Jika keadilan adalah subyek dalam sistem 
sosial, maka apa sebenarnya subyek atau bahasan utama dalam keadilan itu 
sendiri? John Rawls menyatakan bahwa subyek keadilan bergantung pada 
penerapan hak dan kewajiban.5 
Keadilan sebagai cita-cita bersama dalam suatu masyarakat dapat 
diwujudkan dengan adanya kontrak sosial, di mana dalam kontrak sosial 
tersebut setiap individu dapat menentukan manakah yang adil dan yang tidak 
adil. Kesetaraan sebagai posisi asali setiap individu ini penting mengingat 
kedudukan manusia sebagai makhluk yang rasional. Hasil dari kontrak sosial 
tersebutlah yang akan menentukan bagaimana prosedur perwujudan 
keadilan dan bagaimana pula sampai pada substansi keadilan.  
                                                          
5 John Rawls. Teori Keadilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 8. 
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Dua prinsip keadilan tersebut, yaitu proses dan hasil, yang kemudian 
menjadi karakteristik konsepsi keadilan menurut Lawrence M. Friedman. 
Menurutnya, keadilan harus bertumpu pada prinsip keadilan prosedural dan 
prinsip keadilan substantif. Cenderung pada keadilan prosedural, sembari 
mengabaikan keadilan substantif akan berimbas pada mandegnya proses 
peradilan yang akan berujung pada turunnya kepercayaan masyarakat 
terhadap institusi peradilan. Di sisi lain, cenderung pada keadilan substantif, 
sembari mengabaikan keadilan prosedural, akan berimbas pada maraknya 
perilaku eigen rechting atau main hakim sendiri yang terkadang dilakukan 
warga pada korban kejahatan yang tertangkap tangan.  
2.  Keadilan dalam Perspektif Islam 
Asas ekonomi islam bersumber dari keadilan. Keadilan berdiri pada 
dua prinsip, yaitu persaman dan keseimbangan. Dalam prinsip persamaan, 
Negara harus memastikan tersedianya jaminan sosial bagi setiap warga 
negaranya. Keadialan dalam prinsip yang kedua berarti keseimbangan. 
Negara bertanggung jawab menciptakan keseimbangan sosial. Tugas 
Negara dalam keadilan prinsip keseimbangan sosial ini terbagi atas 3 poin; 
pemberlakuan pajak-pajak permanen, penciptaan sektor publik,  dan 
pemberlakuan Hukum Islam.6 
                                                          
6  Muhammad Baqir Ash Shadr. Ringkasan Iqtishaduna; Mahzab dan Doktrin Ekonomi Islam. 
RausyanFikr, Yogyakarta, 2012, hal 118. 
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Pemberlakuan pajak-pajak permanen seperti zakat dan khumus 
bertujuan untuk keseimbangan sosial. Hasil pungutan zakat dan khumus 
kemudian dialokasikan bagi mereka yang pantas mendapatkannya. Jika hasil 
dari pungutan zakat dan khumus belum cukup untuk mewujudkan 
keseimbangan sosial, maka ditopang oleh tugas negara yang kedua; 
penciptan sektor publik.  
 
Penciptaan sektor publik adalah tugas negara berupa pengelolaan 
tanah negara, termasuk tanah yang tidak didayagunakan oleh pemiliknya dan 
pengelolaan hasil bumi seperti tambang. Selain pemberlakuan pajak dan 
penciptaan sektor publik, Negara juga bertugas memastikan berlakunya 
hukum Islam seperti larangan mengelola sumber daya secara individualistis 
dan besar-besaran. Hal ini dilarang karena bertentang dengan prinsip 
keseimbangan sosial  
 
Sebenarnya, apakah keseimbangan sosial itu? Keseimbangan sosial 
adalah seimbangnya taraf hidup setiap warga pada suatu Negara. Berbeda 
dengan Ekonomi Sosialis yang mengutuk keberadaan kelas-kelas sosial 
antara si kaya dan si miskin, Ekonomi Islam tetap memahami keniscayaan 
kelas-kelas sosial.  Kelas sosial antara si kaya dan si miskin bukanlah 
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penyebab masalah sosial. Penyebab masalah sosial adalah ketidakadilan 
sosial. 
Keadilan merupakan keseimbangan hak dan kewajiban. Anda berhak 
mendapatkan sesuatu jika sesuatu itu memang  milik anda. Dan untuk 
mendapatkan hak akan kepemilikan, anda harus melakukan suatu kewajiban. 
Maka anda berhak memiliki sesuatu selama anda telah memenuhi kewajiban 
anda.  Menurut  Murtadha Muthahhari, dalam Islam setidaknya terdapat 3 
pandangan  secara garis besar mengenai apa itu keadilan, diantaranya; 
Kaum skriptualis meyakini bahwa adil adalah apa yang diperintahkan 
oleh Al-Qur'an dan Hadits. Sementara dzalim adalah apa yang dilarang oleh 
Al-Qur'an dan hadits. Pandangan ini mengidentikkan keadilan dengan kaidah 
dalam teks suci agama. Pandangan ini tentu menolak diskusi filosofis tentang 
keadilan. Ia hanya melakukan induktifikasi keadilan terhadap teks suci 
tersebut. Karakteristik Al-Qur’an dan Hadits yang legal-formalistik dan hanya 
memuat penjabaran umum tentu memerlukan penafsiran filosofis disertai 
kejujuran intelektual. Menurut Abdurahahman Wahid (Gus Dur), visi keadilan 
yang ada di dalam Al-Qur’an memerlukan kajian-kajian lebih lanjut, dengan 
refleksi filosofis dan kejujuran intelektual seorang muslim.7 
                                                          
7 Abdurrahman Wahid. Islam Kosmopolitan. The Wahid Institute, Jakarta, 2007, hal 352. 
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Pandangan kedua yaitu kaum Asy-Syariah yang menyatakan bahwa 
keadilan adalah segala perbuatan Tuhan. Sementara kedzaliman adalah 
sesuatu yang noneksitensi terhadap Dzat Tuhan. Perbuatan Tuhan 
memasukkan hamba salih ke surga itu adil, memasukkannya ke neraka 
sekalipun juga adil, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan Tuhan yang 
niscaya adil. Menyamakan segala perbuatan Tuhan  dengan keadilan adalah 
tamsil atau analogi yang merendahkan keadilan Tuhan itu sendiri. Kaum Asy-
Syariah tidak menolak keadilan, hanya saja penafsiran mereka atasnya 
menyebabkan mereka secara praktis telak menolak keadilan.8 
Pandangan ketiga, kaum Mutakzilah dan Syiah menyatakan bahwa 
memang Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan. Tetapi keduanya tidak 
identik.  Terdapat pula Sifat Tuhan yang lain yaitu Maha Mengasihi, Maha 
Memaafkan, hingga Maha Merendahkan Makhluknya. Di sisi lain, keadilan 
juga dapat diterapkan pada sesuatu selain sifat Tuhan, yaitu sifat manusia. 
Maka, Keadilan dan Tuhan merupakan dua konsep yang dapat bertemu dan 
dapat pula berpisah, ditinjau dari segi sifat pelaku keadilan tersebut. Asosiasi 
keadilan terhadap kaum Mutakzilah dan Syiah dikarenakan keadilan menjadi 
sentral bagi pemikiran religius mereka.9 
 
                                                          
8 Murtadha Muthahhari. Keadilan Ilahi; Asas Pandangan Dunia Islam. Mizan Media Utama, Bandung, 
2009, hal 54. 
9  Asghar Ali Engineer. Islam dan Teologi Pembebasan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 71. 
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3. Keadilan dalam Perspektif Pancasila 
Keadilan sosial yang Soekarno tawarkan sebagai salah satu sila 
dalam Pancasila pada sidang BPUPKI pada 1 juni 1945 tidak hanya 
mengutamakan kesetaraan politik, melainkan pula kesetaraan ekonomi. 
Adapun kesetaraan ekonomi yang dimaksud tentulah bukan keharusan akan 
persamaan upah meski bekerja secara berbeda seperti yang terjadi pada 
paham sosialisme Komunis yang kemudian berimbas pada keruntuhan Uni 
Soviet. Kesetaraan ekonomi yang dimaksud ialah kesejahteraan bersama 
yang sebaik-baiknya.10 
Selain menolak paham wihsfull thinking dan utopis ala sosialisme 
Komunis yang berupaya menyamaratakan semua individu tanpa pertimbang 
proporsional, Keadilan dalam perspektif Pancasila juga menolak tafsir 
keadilan paham individualisme-kapitalisme yang kemudian melahirkan 
kolonialisme dan imperialisme di bumi Indonesia ini. Karena tidak mungkin 
keadilan dapat terwujud pada diri seorang individualis dan kapitalis. Seorang 
individualis hanya mementingkan dirinya sendiri. Sementara seorang kapitalis 
hanya mementingkan akumulasi modalnya. Walhasil, keadilan perspektif 
Pancasila menolak secara tegas keadilan perspektif sosialisme-komunis 
yang mengutamakan golongan dan menolak pula keadilan perspektif 
                                                          
10 Yudi Latif. Negara Paripurna. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal 583. 
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individualism-kapitalis yang mengutamakan individu. Dalam istilah Sjahrir, 
seorang bapak bangsa kita, keadilan yang kita hendaki adalah keadilan 
bersama yang didasarkan atas kemakmuran dan kebahagiaan. 
Negara sebagai suatu organisasi masyarakat mempunyai tujuan untuk 
menyelenggarakan keadilan. Maka untuk mewujudkan Negara yang 
berkeadilan dan keadilan dalam bernegara diperlukan partisipasi dan 
emansipasi di bidang politik dan ekonomi. Inilah yang disebut dengan prinsip 
sosip-demokrasi.  Menurut Soekarno dalam bukunya yang berjudul Di Bawah 
Bendera Revolusi, sosio-demokrasi tidak ingin mengabdi kepada 
kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. 
Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. 
Keadilan sosial bertumpu pada implementasi Negara Kesejahteraan, 
suatu cita sosial demi menyejahterakan rakyat yang berada dalam Negara 
tersebut. Negara bertugas melakukan distribusi kekayaan nasional demi 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak milik pribadi tidak dilucuti selama 
memiliki fungsi sosial. Negara yang berkeadilan dan keadilan dalam 
bernegara akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini senada 
dengan semboyan Jawa; gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta Raharja, 
sebuah negeri yang berlimpah kebajikan dengan ridha Tuhan. 
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Pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang 
Dasar 1945 mempunyai kepercayaan bahwa cita-cita keadilan sosial dalam 
bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Hal ini terlihat 
jelas pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas 
kekeluargaan. 
2. Cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 
Peraturan di atas merupakan sendi utama bagi politik perekonomian 
dan politik sosial Republik Indonesia.  Yang dimaksud dengan usaha 
bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah koperasi. Koperasi 
merupakan paham Indonesia yang memberikan segi ekonomi kepada 
koperasi sosial lama; gotong royong. Cita-cita koperasi Indonesia menentang 
individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi 
Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada 
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adat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang 
lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern.11 
Keadilan sosial, khususnya keadilan ekonomi merupakan bagian dari 
sistem ekonomi Pancasila.  Sistem ekonomi Pancasila dilandasi oleh 
semangat Ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan dan keadilan. 
Hal ini terwujud secara gamblang pada karakteristik Ekonomi Pancasila, yaitu 
koperasi (keseimbangan) dan egaliter (persamaan). 
 
Aristoteles membagi 2 makna keadilan; keadilan distributif 
(proporsional) dan keadilan komutatif (sama-rata).  Dalam persepektif 
keadilan komutatif Negara wajib memberikan jaminan sosial dan 
perlindungan secara merata kepada seluruh warganya dan berhak dalam 
mengelola Common Wealth (kekayaan bersama). Sementara dalam 
perspektif keadilan distributif, Negara wajib memberikan apresiasi baik 
berupa materi maupun bentuk penghargaan lainnya kepada siapa saja 
(pribadi, kelompok atau daerah) yang ikut menyejahterakan Negara dan 
berhak untuk memungut pajak secara proporsional dari warganya. 
 
Keadilan adalah menuntaskan hak dan kewajiban. Hak adalah segala 
sesuatu yang harus diberikan kepada Anda. Sementara kewajiban adalah 
                                                          
11 Mohammad Hatta. Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015, hal 331. 
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segala sesuatu yang harus Anda berikan kepada pihak lain. Maka manusia 
yang adil haruslah melakukan kewajibannya dengan memberikan hak pihak 
lain dan menerima haknya dari kewajiban pihak lain atas dirinya. Pihak lain 
yang dimaksud bisa berupa manusia, kumpulan manusia (masyarakat), 
Negara, alam semesta, bahkan Tuhan.12 
 
C.  Mekanisme Pasar dalam Hukum Ekonomi 
 Selama ini, istilah yang sering digunakan menyoal pengaturan hukum 
tentang kegiatan ekonomi ialah hukum dagang, hingga istilah hukum 
perusahaan menggantikannya.  Namun, istilah hukum dagang dan hukum 
perusahaan erat kaitannya dengan hukum privat atau keperdataan. Padahal, 
kegiatan ekonomi tidak saja berbicara tentang hukum privat, melainkan 
hukum publik juga.  
1. Istilah Hukum Ekonomi di Indonesia 
Subyek masalah yang dibahas dalam hukum ekonomi adalah aturan 
hukum perihal kegiatan ekonomi. Tidak hanya di Indonesia, di kancah dunia 
sedang marak diperbincangkan mengenai hukum ekonomi. Dan tidak hanya 
oleh praktisi, hukum ekonomi juga diperbicangkan oleh para ahli, baik ahli 
                                                          
12 http://hartonotasirirwanto.blogspot.co.id/2014/11/mencari-wajah-keadilan.html 
 Diakses pada tanggal 30 Oktober 2015. 
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hukum, maupun ahli ekonomi. Adapun definisi hukum ekonomi sendiri adalah 
keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan 
ekonomi dan kegiatan ekonomi yang berdimensi hukum perdata dan hukum 
publik agar terciptanya keteraturan dan keadilan dalam sistem perekonomian 
nasional.13 
Hukum ekonomi memiliki beberapa jenis. Beberapa jenis tersebut 
dapat dikelompokkan berdasarkan relevansi pembahasan antara yang satu 
dengan yang lain dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 
Diantaranya; 
a) Kelompok hukum ekonomi bidang perusahaan 
b) Kelompok hukum ekonomi bidang keuangan, pembiayaan, dan 
moneter. 
c) Kelompok hukum ekonomi bidang sumber daya alam 
d) Kelompok hukum ekonomi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan komunikasi. 
e) Kelompok hukum ekonomi bidang sosial. 
f) Kelompok hukum ekonomi bidang transportasi. 
g) Kelompok hukum ekonomi bidang agrarian. 
h) Kelompok hukum ekonomi bidang lingkungan hidup. 
                                                          
13  Candra Irawan. Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi di Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 
2013, hal 9. 
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i) Kelompok hukum ekonomi bidang penyelesaian sengketa 
j) Kelompok hukum ekonomi bidang parawisata dan kebudayaan. 
k) Kelompok hukum ekonomi bidang kelautan dan perikanan (Ibid, hal 
33). 
 
2. Hukum Perusahaan 
Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan, yang dimaksud dengan pengertian; 
a) Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam 
bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk 
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Bunyi Pasal 1 huruf d) 
b) Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum 
yang menjalankan suatu jenis perusahaan. (Bunyi Pasal 1 huruf e) 
c) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, 
bekerja dan berdudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, 
untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. (Bunyi Pasal 1 
huruf b). 
 
  Adapun sumber hukum perusahaan di Indonesia diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), Kitab Undang-Undang 
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Hukum Perdata (KUH Perdata), Perundang-Undangan Republik Indonesia, 
Kebiasaan, dan Yurisprudensi. Bentuk-bnetuk organisasi bisnis dapat 
dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu Perusahaan Dagang, 
Persekutuan Perdata, Perseketuan Firma, Persekutuan Komanditer, 
Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi.14 
  Semua organisasi bisnis di atas, termasuk perusahaan asing yang 
berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik 
Indonesia dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib 
didaftarkan dalam daftar perusahaan. Hal ini bertujuan demi melindungi 
perusahaan yang jujur, melindungi masyarakat atau konsumen, mengetahui 
perkembangan dunia usaha, serta memudahkan pembinaan, pengarahan, 
dan pengawasan. Mendirikan perusahaan dapat dengan membeli 
perusahaan yang sudah jadi atau mendirikan perusahaan dari nol.15 
3. Konsep Pasar Bebas 
Adam Smith, seorang filosof Skotlandia peletak dasar pemikiran 
Kapitalisme, menyatakan bahwa setiap manusia didorong oleh “the universal 
desire to better his own condition.” Terjemahan bebasnya kira-kira, setiap 
orang memiliki keinginan untuk memajukan kehidupannya sendiri menjadi 
                                                          
14Abdul R. Saliman. Hukum Bisnis untuk Perusahaan. Kencana, Jakarta, 2011, hal 98. 
15 Arthur Lewis. Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Nusa Media, Bandung, 2014, hal 48. 
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lebih baik.  Kepentingan diri sendiri merupakan motif dasar dalam pasar 
bebas. 
Permasalahnnya kemudian, bukankah kegiatan ekonomi bertujuan 
untuk kesejahteraan bersama? Mengapa kemudian hadir konsep pasar 
bebas yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri? Adakah implikasi 
etis dari suatu praktik pasar bebas? Smith kemudian memberikan penjelasan 
mengenai perbedaan antara kepentingan diri dengan egoisme. Menurutnya 
egoisme hanya mengutamakan diri sendiri, tanpa peduli dengan orang lain, 
termasuk relasi dagang mereka. Lebih lanjut, Smith berkata bahwa bukankah 
tujuan dari suatu usaha adalah keuntungan? Saya membeli beras karena 
saya butuh makan. Dan anda menjual beras karena anda butuh uang. 
Namun dalam mengejar kepentingan diri tersebut, kita harus 
mempertimbangkan kepentingan relasi dagang.16 
Dengan pertimbangan akan kebijaksanaan tersebut, kita kemudian 
dapat membedakan antara kepentingan diri dan egoisme. Tanpanya, 
kepentingan diri akan melewati batas dan berujung pada egoisme, atau 
hanya mementingkan diri sendiri. Sikap etis dalam konteks ekonomi adalah 
hubungan timbale balik, kerja sama, dan terutama keadilan. Itulah motif dasar 
                                                          
16 Mikhael Dua. Filsafat Ekonomi. Kanisius, Yogyakarta, 2008, hal 57. 
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dalam pasar bebas, menurut Smith. Tapi bisakah berbicara tentang egoisme 
tanpa berbicara tentang kepentingan diri sendiri?  
Karl Marx, seorang filosof Jerman peletak dasar pemikiran 
Komunisme, hadir untuk mengkritik pemikiran dan gerakan kaum kapitalisme. 
Menurut Marx, kapitalisme mewarisi ketidakadilan dari dalam. Hal itu karena 
sistem Liberal-Kapitalis tidak peduli dengan masalah kepincangan dan 
kesenjangan sosial. Dengan menerapkan sistem “upah besi” kaum buruh 
tidak akan mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi karena pasar bebas 
memang telah menakdirkannya demikian.  Untuk mengangkat harkat para 
buruh, Marx mengajaknya untuk bersatu untuk mengganti sistem 
perekonomian liberal-kapitalis dengan sistem lain yang lebih memerhatikan 
masalah pemerataan bagi semua untuk semua, yaitu sistem perekonomian 
sosialis-komunis.17 
Apakah mekanisme pasar bebas harus dilarang? Bukankah dengan 
melarangnya akan terjadi upaya monopoli perdagangan? Baik monopoli oleh 
perusahaan yang ditunjuk oleh Negara, maupun monopoli oleh Negara 
sendiri? Bagaimanakah peraturan mengenai pasar bebas dan monopoli 
dalam konteks Indonesia? Penulis akan menjawabnya pada bab selanjutnya, 
yaitu bab pembahasan hasil penelitian. 
                                                          
17  Deliarnov. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 74. 
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D.  Eksistensi Sanksi dalam Ilmu Hukum 
 Setiap norma, baik itu norma agama, norma etika, maupun norma 
hukum pasti memuat 4 konsep dasar, yaitu pembuat norma, apa yang 
diperintahkan dalam norma tersebut, apa yang dilarang dalam norma 
tersebut, serta konsekuensi jika memenuhi atau melanggar norma tersebut. 
Dalam norma hukum, pembuatnya adalah badan legistatif, eksekutif dan 
terkadang pula badan yudikatif. Dalam norma hukum pula, titik tekannya 
tertuju pada konsekuensi bagi pelanggaran norma, itulah yang disebut 
sanksi. 
 
 Sanksi menjadi titik tekan dalam norma hukum bukan sekadar 
masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tak 
terpisahkan  dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. 
Menurut Achmad Ali, sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang 
esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah atau norma. Hampir semua 
juris yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah 
bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.18 
 
Bila materi muatan suatu peraturan perundang-undangan terkait 
dengan bidang hukum administrasi, pada umumnya sanksi yang ditetapkan 
                                                          
18 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1996, h. 62. 
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adalah sanksi administratif. Namun dalam praktek kebijakan legislasi selama 
ini, nyaris setiap undang-undang, baik yang menyangkut bidang hukum 
administrasi maupun bidang hukum lainnya, selalu disertai dengan muatan 
jenis  sanksi pidana. Seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief, 
bahwa seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu 
produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya.19 
 
Dari pernyataan ini hendak dikemukakan bahwa penetapan jenis dan 
bentuk sanksi tidak lepas dari materi muatan serta bidang hukum yang diatur 
dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tidak setiap jenis peraturan 
perundang-undangan harus diberi sanksi pidana. Karena itu, dalam pedoman 
kerangka peraturan perundang-undangan sebagai lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, persoalan materi muatan 
ketentuan pidana diberi penegasan dengan kalimat dalam kurung ‘jika 
diperlukan’.20 
 
Dalam doktrin ilmu hukum terdapat beberapa jenis sanksi. Setiap 
bidang hukum mempunyai jenis dan bentuk sanksinya sendiri-sendiri. Seperti 
                                                          
19 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 40. 
20 Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, dalam Lampiran Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 
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‘ganti rugi’ dalam Hukum Perdata, ‘pencabutan izin’, ‘pemberhentian 
sementara’, ‘denda administratif’ dalam Hukum Administrasi dan ‘pidana 
mati’, ‘pidana penjara’, ‘kurungan’, ‘denda’ dalam Hukum Pidana. Khusus 
dalam hukum pidana, terjadi perkembangan jenis dan bentuk sanksinya 
seiring dengan perkembangan anatomi dan kejahatan berdimensi baru (new 
dimention of criminality). Cukup banyak bentuk-bentuk sanksi dari hukum 
administrasi dan hukum perdata yang kini sudah ‘diadopsi’ menjadi bentuk 
sanksi hukum pidana.21 
 
Berkenaan dengan penempatan jenis sanksi dari masing-masing 
bidang hukum tersebut dalam suatu perundang-undangan ada perbedaan. 
Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan 
norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan 
tersebut. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan 
terdapat lebih dari satu pasal, maka sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 
Artinya, tidak boleh ada rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat 
sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif dalam satu bab. 
                                                          
21M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan 
Implementasinya, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Cet. ke-2, 2004. 
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Adapun untuk perundang-undangan yang mengatur persoalan 
administrasi dan keperdataan yang menggunakan hukum pidana sebagai 
sarana penegak hukumnya, rumusan perbuatan atau tindak pidananya 
ditempatkan dalam bab tersendiri dengan judul ‘Ketentuan Pidana’. 
Sedangkan jenis dan bentuk sanksi dari hukum pidana tersebut, 
penempatannya sama dengan jenis sanksi administrasi atau sanksi 
keperdataan. Akan tetapi tidak setiap jenis peraturan perundang-undangan 
dapat mencantumkan ‘ketentuan pidana’. Hanya ‘Undang-Undang’ dan 
‘Peraturan Daerah’ yang materi muatannya boleh menetapkan ‘ketentuan 
pidana’. 
 
Terdapat dua alasan utama mengapa yang diperbolehkan memuat 
ketentuan pidana hanyalah ‘Undang-Undang’ dan ‘Peraturan Daerah’. 
Pertama, hukum pidana dikatakan hukum sanksi istimewa karena jenis dan 
bentuk sanksinya yang sangat keras dan menekan. Orang sering 
mengibaratkan hukum pidana bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi 
bertujuan menegakkan kepentingan hukum yang dilanggar oleh seseorang, 
di sisi lain justru dapat merendahkan martabat manusia melalui penerapan 
sanksinya yang sering dirasakan kejam. Karena itu, harus selektif dan hati-
hati dalam menggunakan hukum pidana. Kedua, mengingat alasan pertama 
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itulah, rumusan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
dan penetapan sanksi pidana hanya boleh dilakukan lembaga yang 
berwenang dan sebagai representasi dari warga negara, seperti DPR dan 
DPRD.22 
 
Meskipun DPRD diberi kewenangan untuk membuat ‘Peraturan 
Daerah’ bersama-sama Kepala Daerah yang materi muatannya boleh 
memasukkan ‘ketentuan pidana’, tetapi kewenangannya tersebut tidak sama 
dengan kewenangan yang diberikan kepada DPR sebagai pembentuk 
‘Undang-Undang’ bersama-sama Presiden. 
  
Dalam doktrin ilmu hukum pidana, ‘Peraturan Daerah’ disebut juga 
sebagai undang-undang dalam arti materiil, sedangkan ‘Undang-Undang’ 
disebut juga sebagai undang-undang dalam arti formal. Untuk membentuk 
undang-undang dalam arti materiil, harus selalu berdasarkan undang-undang 
dalam arti formal. Dengan demikian, suatu undang-undang dalam arti materiil 
hanya boleh melengkapi suatu peraturan dari undang-undang dalam arti 
formal, namun tidak boleh melanggarnya. Bila terjadi pelanggaran terhadap 
                                                          
22 http://jonaediefendi.blogspot.co.id/2012/09/sistem-sanksi-dalam-peraturan-daerah-m.html 
diakses pada tanggal 9 November 2015 jam 06.52 WITA. 
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materi muatannya, maka undang-undang dalam arti materiil tidak boleh 
diterapkan oleh hakim.23 
 
1. Sanksi Pidana 
Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. 
Soesilo, hukuman adalah: “Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 
dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar 
undang-undang hukum pidana.” Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 
1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi: 
a) hukuman mati 
b) hukuman penjara 
c) hukuman kurungan 
d) hukuman denda 
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi: 
a) pencabutan beberapa hak yang tertentu 
b) perampasan barang yang tertentu 
c) pengumuman keputusan hakim 
 
                                                          
23 D. Schaffmeister, et.al., Hukum Pidana; Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka 
Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 2-3. 
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Sanksi merupakan pencabutan atas satu nilai. Dalam kasus hukuman 
mati, yang dicabut adalah nyawa seorang individu. Dalam kasus 
pemenjaraan, yang dicabut adalah kebebasan individu. Dalam kasus 
pendendaan, yang dicabut adalah aset, khususnya harta milik. Pencabutan 
hak-hak lain juga bisa ditetapkan sebagai penghukuman, contohnya adalah 
dicabutnya jabatan atau hak politik.24 
 
2.  Sanksi Perdata 
 Tidak dapat dimungkiri bahwa bilamana diperlukan, paksaan memang 
dapat dihadirkan. Namun demikian, hal itu bukan berarti memberikan alasan 
pembenar terhadap pandangan yang menyatakan bahwa sanksi merupakan 
tanda pembeda antara norma hukum dan norma sosial lainnya. Yang paling 
berkaitan dengan paksaan fisik hanyalah hukum pidana. Jika membenarkan 
pernyataan bahwa sanksi fisik merupakan pembeda norma hukum dengan 
norma lainnya, maka cabang hukum selain hukum pidana bukanlah hukum 
karena tidak mengandung paksaan fisik.25 
 
Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa: 
1. putusan condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak 
yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). 
                                                          
24 Hans Kelsen. Teori Hukum Murni. Nusa Media, Bandung, 2014, hal 124. 
25 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta, 2009, hal 79. 
36 
Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak 
yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. 
2. putusan declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu 
keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat 
menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. 
Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik 
yang sah atas tanah sengketa. 
3. putusan constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan 
hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang 
memutuskan suatu ikatan perkawinan. 
Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa: 
1. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) 
2. hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu 
keadaan hukum baru. 
 
3. Sanksi Administrasi 
Batas-batas antara hukum administrasi Negara dengan hukum tata 
Negara pada satu pihak, dan batas-batas antara hukum administrasi Negara 
dengan hukum perdata dan hukum pidana pada pihak lain, umumnya 
berlainan dalam setiap Negara masing-masing.26 
 
                                                          
26 Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Noor Komala. Jakarta, 1962, hal 262. 
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Untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan 
terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang 
bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif 
berupa; 
1. denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008), 
2. pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin(misalnya yang 
diaturdalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009), 
3. penghentian sementara pelayanan administrasi hinggapengurangan jatah 
produksi(misalnya yang diatur dalamPermenhut No. P.39/MENHUT-
II/2008 Tahun 2008), 
4. tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 
252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008). 
 
Konklusi yang dapat disimpulkan dari eksistensi sanksi dalam ilmu 
hukum yaitu, bahwa sanksi hukum adalah sanksi atau hukuman yang 
dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum 
merupakan bentuk perwujudan paling jelas dari kekuasaan Negara dalam 
pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.27 
 
 
                                                          
27 Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Ilmu Hukum. Alumni, Bandung, 2009, hal 44. 
38 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Berdasarkan judul yang dipilih, penulis mengadakan penelitian pada 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar. Alasan memilih lokasi 
tersebut karena bahan penelitian yang berkaitan dengan judul hanya dapat 
diperoleh pada instansi tersebut. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah petugas pada Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar yang bertugas mendata 
keberadaan Mini Market. Sementara sampelnya adalah Mini Market itu 
sendiri. 
2. Sampel 
 Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
sampling purposing, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga 
memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti. 
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C. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 
 Adapun jenis dan sumber bahan28 yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Bahan hukum primer, adalah bahan yang diperoleh dari sumber 
ototitatif seperti segala bentuk peraturan perundang-undangan dan 
putusan pengadilan.  
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari 
buku teks hukum dan jurnal hukum. Wawancara, dialog, kuliah, 
ceramah hukum yang dipublikasi melalui teks juga termasuk bahan 
hukum sekunder.  
3. Bahan non hukum, adalah bahan yang tidak ditulis dan dipublikasika, 
termasuk hasil wawancara. Buku teks yang bukan buku teks hukum 
tapi relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti juga termasuk 
bahan nonhukum.  
 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 
 Metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
                                                          
28 Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta, 2014, hal 181. 
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1. Penelitian kepustakaan (library research) 
 Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan bahan penelitian dan 
informasi yang relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, 
artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Serta mengakses 
website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan 
masalah dalam penelitian ini. 
2. Penelitian lapangan (Field Research). 
 
E. Analisis Bahan Penelitian 
 Untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, maka bahan penelitian 
yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik, dan analisis secara 
kualitatif, selanjutnya disajikan secara preskriptif29, yaitu dengan menentukan 
apa yang dilarang oleh aturan hukum, dan bagaimana menyesuaikannya 
dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 
 
 
 
                                                          
29 Ibid, hal 59. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Peraturan tentang Mini Market dalam Perundang-Undangan di 
Indonesia sebagai Perwujudan Sila Keadilan Sosial 
 
Berbicara mengenai pelaksanaan konstitusi, maka kita akan berbicara 
mengenai aspek aksiologis atau nilai praktis dari konstitusi itu sendiri. Nilai 
konstitusi menurut Karl Loewenstein terbagi atas 3 nilai; nilai normatif yang 
dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat, nilai nominal yang tidak dijadikan 
rujukan dan tidak dipatuhi oleh masyarakat, dan nilai semantik yang hanya 
dihargai sebagai keluhuran di atas kertas, jargon, semboyan, atau alat 
pembenaran belaka.  
 Ideologi Pancasila, yang termaktub dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar sebagai Konstitusi Indonesia, merupakan komparasi dan 
kombinasi dari ideologi-ideologi dunia yang ada. Para pendiri bangsa 
melakukan perbandingan setelah itu mencari yang terbaik darinya hingga 
menggabungkannya menjadi suatu ideologi utuh dan tersendiri. Mahfud M.D. 
menyebut konsep tersebut sebagagi konsep prismatik, yaitu penggabungan 
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dua konsep yang berlawanan ke dalam satu konsep yang diterima oleh 
perkembangan masyarakat setempat.30 
Agar konstitusi sebagai hukum tertinggi yang ada pada suatu Negara 
dapat berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, harus disusun suatu 
konstitusi yang berdasar kepada pandangan hidup atau ideologi bangsa 
tersebut. Ideologi menjadi rujukan bagi pembentukan sistem hukum bangsa 
tersebut, termasuk konstitusinya. Dalam konteks keindonesiaan, konstitusi 
harus dibangun berdasar pada ideologi Negara dan bangsa Indonesia, yaitu 
ideologi Pancasila.  
Saking koherennya, maka legitimasi ideologi Pancasila sebagai Dasar 
Negara termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Maka, antara pembukaan 
UUD 1945 dan batang tubuh yang memuat Pasal-pasal UUD 1945 memang 
telah diupayakan agar tergabung dalam suatu konstitusi yang koheren dan 
komprehensif. Jadi, berkontitusi berarti berpancasila.  
Substansi dari setiap konstitusi setidaknya memuat tiga unsur dasar, 
yaitu; kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, kesepakatan 
tentang supremasi hukum dalam bernegara, dan kesepakatan tentang bentuk 
institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Substansi pertama 
telah termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tentang 
                                                          
30 Moh. Mahfud M.D.  Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandamen Konstitusi. Jakarta, 
Rajawali Press. 2010,  hal 6. 
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Pancasila sebagai Dasar Negara dan tentang Tujuan Negara. Substansi 
kedua tentang supremasi atau pengutamaan hukum telah termuat dalam 
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi; Negara Indonesia adalah Negara 
Hukum. Sementara substansi ketiga termuat dalam Pasal-Pasal UUD 1945 
yang mengatur tentang bangunan organ Negara dan prosedur-prosedur yang 
mengatur kekuasaannya, hubungan antar organ Negara itu satu sama lain, 
serta hubungan antar organ Negara itu dengan warga Negara. Maka dapat 
pula diterapkan proposisi sebaliknya, bahwa berpancasila berarti 
berkonstitusi. 
Pancasila sebagai Jiwa Konstitusi 
Jika batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian 
disebut konstitusi, merupakan raga bagi bangunan konstitusional bernegara 
Indonesia, maka Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 merupakan jiwa yang menjadi nilai untuk menghidupi 
seluruh raga konstitusi Indonesia. Seperti dalam gubahan lagu nasional 
Indonesia, “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. 
Maka untuk membangun Indonesia Raya, bangunkan dulu Pancasila yang 
merupakan rohnya, kemudian bangunkan pasal-pasal konstitusi (batang 
tubuh) yang menjadi raganya. Jiwa dapat bergerak dan bermanfaat di dunia 
dengan adanya raga sebagai wadah. Dan raga hanya dapat bergerak dan 
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bermanfaat di dunia jika digerakkan oleh jiwa sebagai pengendali. Jiwa 
terbatas tanpa raga. Raga tak berdaya tanpa jiwa.  
 Sebelum turun pada aspek normatif dalam konstitusi, dibutuhkan 
pemahaman terhadap aspek prinsipil dalam konstitusi itu sendiri. Karena 
aspek normatif yang berisi kaidah, seperti pada batang tubuh UUD 1945, 
merupakan perwujudan konkret dari aspek prinsipil yang berisi nilai-nilai 
dasar, universal, dan cita-cita luhur dalam berbangsa dan bernegara. Kelima 
prinsip dari Pancasila dan keempat tujuan bernegara  termaktub dalam alinea 
keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu berarti, pasal-pasal 
dalam konstitusi Indonesia harus koheren dengan prinsip-prinsip yang ada 
pada Pancasila. Maka, membangun raga konstitusi dalam setiap pasal-pasal 
konstitusi harus koheren dengan jiwa dari konstitusi itu sendiri. Tepatlah jika 
dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan konstitusi berbasis 
Ketuhanan, konstitusi berbasis Kemanusiaan, konstitusi berbasis 
Kebangsaan, konstitusi berbasis Kerakyatan, dan konstitusi berbasis 
Keadilan sosial. Dalam tulisan kali ini, penulis spesifik membahas konstitusi 
berbasis keadilan sosial.  
Konsepsi Keadilan Sosial 
Terjadinya konflik kepentingan dikarenakan pembagian keuntungan yang 
tidak merata antara aktor kontrak sosial. Ada yang kerja sedikit, menuai 
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banyak hasil. Sebaliknya, ada yang kerja banyak, menuai sedikit hasil. Di 
sinilah pentingnya konsepsi keadilan dan institusi keadilan dalam 
mewujudkan keadilan an sich. Jika keadilan adalah subyek dalam sistem 
sosial, maka apa sebenarnya subyek atau bahasan utama dalam keadilan itu 
sendiri? John Rawls menyatakan bahwa subyek keadilan bergantung pada 
penerapan hak dan kewajiban.31 
 
Keadilan sebagai cita-cita bersama dalam suatu masyarakat dapat 
diwujudkan dengan adanya kontrak sosial, di mana dalam kontrak sosial 
tersebut setiap individu dapat menentukan manakah yang adil dan yang tidak 
adil. Kesetaraan sebagai posisi asali setiap individu ini penting mengingat 
kedudukan manusia sebagai makhluk yang rasional. Hasil dari kontrak sosial 
tersebutlah yang akan menentukan bagaimana prosedur perwujudan 
keadilan dan bagaimana pula sampai pada substansi keadilan.  
 
Sederhananya, keadilan adalah penuntasan hak dan kewajiban. 
Rincinya, keadilan adalah memberikan hak orang lain yang menjadi 
kewajiban diri dan menerima hak diri yang menjadi kewajiban orang lain. 
Dalam hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan, di mana keadilan 
tersebut haruslah pula mencerminkan kemanfaatan, dan utamanya kepastian 
hukum.  
                                                          
31 John Rawls. Teori Keadilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2011, hal 8. 
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Menurut Hans Kelsen, sudah lazim bila kita melawankan konsep 
"kewajiban" dengan konsep "hak," dan memberikan prioritas peringkat 
kepada hak. Dalam lingkup hukum, kita berbicara tentang "hak dan 
kewajiban," dan bukan "kewajiban dan hak," seperti halnya dalam lingkup 
moral, di mana penekanan yang lebih besar diberikan kepada kewajiban; dan 
kita berbicara tentang hak sebagai sesuatu yang berbeda dari hukum.32 
 
Keadilan Sosial dalam Pancasila 
Mewujudkan suatu keadilan, berarti menuntuskan hak dan kewajiban. Di 
samping hak dan kewajiban manusia sebagai suatu individu, tidak kalah 
penting pula kedudukan hak dan kewajiban manusia sebagai suatu makhluk 
sosial. Maka, selain terdapat hak dan kewajiban individu, terdapat pula hak 
dan kewajiban sosial, yang mana dengan penuntasan hak dan kewajiban 
sosial itulah baru dapat diwujudkan suatu keadilan sosial. Konsepsi keadilan 
sosial menyimpan sejarah yang panjang sehingga dapat masuk dalam suatu 
susunan Pancasila yang digagas oleh Bung Karno dan pendiri bangsa 
lainnya.  
Telah sampai umat manusia pada suatu zaman di mana setiap rakyat 
dapat menentukan pilihannya sendiri, dapat menentukan arah kebijakan 
publik, bahkan dipilih untuk menjadi pemimpin rakyat tersebut. Inilah zaman 
                                                          
32 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni. Nusa Media, Bandung. 2014, hal 143. 
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demokrasi. Di mana kekuasaan mutlak pada satu orang, semisal raja, tidak 
relevan lagi dengan perkembangan zaman tersebut. Tetapi, pertanyaannya 
kemudian apakah dengan demokrasi politik yang dimaksud dapat 
meningkatkan kesejahteraan hidup para rakyat tersebut. Maka tepatlah 
perkataan Adler yang sering dikutip Bung Karno itu, bahwa jangan 
memberikan Undang-Undang Dasar pada seseorang yang tengah lapar. Itu 
berarti, demokrasi politik saja tidak cukup, dibutuhkan pula demokrasi 
ekonomi. 
 
Demokrasi politik yang secara de jurie diperoleh rakyat Indonesia 
setelah revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tidak diiringi 
dengan kedaulatan rakyat untuk betul-betul merdeka secara politik, atau 
meraih demokrasi politik secara de facto. Baru pada reformasi tahun 1998, 
hak-hak politik rakyat sepenuhnya berdaulat, setelah sebelumnya dibredel, 
dibungkam, diasingkan, dan dilucuti oleh rezim pelbagai orde. Tetapi, 
demokrasi politik tidak serta merta mendatangkan demokrasi ekonomi. 
Rakyat memang merdeka memilih dan dipilih, tetapi rakyat yang tidak 
memiliki rumah tetap saja tidak dapat beristirahat dengan tenang, tetap saja 
kelaparan, tetap saja miskin dan tidak sejahtera.33 
 
                                                          
33 Soekarno. Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta. 1964, hal 487. 
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Singkatnya, hak-hak politik tidak berjalan berkelindan dengan hak-hak 
ekonomi setiap warga negara dalam menikmati kekayaan Negara. 
Semestinya, demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi 
sehingga tercipta suatu demokrasi sosial. Sila keempat bertujuan untuk 
mewujudkan sila kelima. Maka, demokrasi politik, ekonomi dan sosial 
tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan politik, keadilan ekonomi, dan 
keadilan sosial.  
 
Praktis, dibutuhkan suatu konstitusi yang tidak sekadar memuat 
kaidah berpolitik negara seperti konstitusi Amerika. Namun juga memuat 
kaidah berekonomi negara dengan pasar, dan juga kaidah kesejahteraan 
sosial yang disenggelarakan negara kepada segenap masyarakatnya. 
Setelah amandemen keempat perubahaan keempat pada tahun 2002, 
konstitusi Indonesia dapatlah dikategorikan sebagai konstitusi universal yang 
memuat kaidah politik bernegara, kaidah ekonomi berbisnis, dan kaidah 
sosial bermasyarakat. 
 
Keadilan Sosial dalam Pasal Konstitusi 
Dalam kelima prinsip yang ada pada Pancasila, dapat dinyatakan bahwa Sila 
Keadilan sosial merupakan sila yang paling konkret dan merupakan sila yang 
menjadi tujuan prinsipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk 
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apa kita mengesakan Tuhan? Agar kita dapat berlaku adil baik secara 
vertikal, maupun secara horizontal. Untuk apa kita menjadi manusia? Agar 
kita dapat berlaku adil dan beradab yang membedakan manusia dengan 
makhluk-makhluk lainnya. Untuk apa kita bersatu sebagai suatu bangsa 
Indonesia? Agar kita dapat berlaku adil bagi komunitas impian kita yang 
dipersatukan oleh kesamaan nasib pada masa lalu, perjuangan pada masa 
kini, dan harapan pada masa depan. Untuk apa kita menjunjung demokrasi? 
Agar kita semua dapat berlaku adil dalam menghargai setiap hak-hak individu 
dan hasil keputusan bersama. Jelaslah, bahwa setiap sila memang 
diperuntukkan demi tercapainya keadilan sosial dalam bermasyarakat, 
berbangsa, bermanusia, dan bertuhan. 
Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita sebut sebagai Konstitusi 
Keadilan Sosial (Social Justice Constitution), sehingga semua norma yang 
tercermin dalam pelbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan 
serta dokumen-dokumen kebijakan tertulis lainnya, dan semua tindakan-
tindakan pemerintahan yang tercermin dalam program-program 
pembangunan disertai anggaran pendapatan dan belanja Negara dan daerah 
masing-masing, hendaklah diorientasikan untuk meningkatkan kualitas 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.34 
 
                                                          
34 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial. LP3ES, Jakarta. 2015, hal 89. 
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Konstitusionalisasi Keadilan Sosial 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab XIV tentang perekonomian nasional 
dan kesejahteraan sosial, dijelaskan secara gamblang bahwa negara 
Indonesia merupakan negara kesejateraan sosial. Atau yang oleh Hatta 
sebut sebagai negara pengurus. Maka, sudah menjadi tugas dari 
penyelenggara negara untuk memperdekat jarak antara kesenjangan si kaya 
dan si miskin.  Bab tersebut juga mengatur tentang haluan kebijakan jaminan 
sosial nasional. Mewujudkan konstitusi berbasis keadilan sosial tersebut 
dapat disebut dengan istilah konstitusionalisasi keadilan sosial, yaitu upaya 
mewujudkan konstitusi berbasis keadilan sosial, baik dalam bentuk 
perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar, maupun 
dalam ranah praktik berbangsa dan bernegara. 
Undang-Undang merupakan produk demokrasi atau produk kehendak orang 
banyak, lebih tepatnya. Meskipun telah memenuhi prosedur berdemokrasi, 
misalnya telah disetujui oleh DPR dan Presiden, suatu Undang-Undang 
belum tentu memenuhi suaru keadilan dan kebenaran konstitusi. Suara 
mayoritas tidak identik dengan keadilan dan kebenaran konstitusi. Maka, jika 
bertentang dengan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, suatu Undang-
Undang dapat dinyatakan tidak mengikat secara umum, meski hanya 
disetujui oleh 5 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui peradilan 
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konstitusi ini ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar dapat benar-benar 
ditegakkan dalam praktik penyelenggaran negara. 35 
Jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar atau konstitusi, maka pihak yang berhak mengajukan 
permohonan pengujian Undang-udang adalah: (i) perorangan atau kelompok 
warga negara; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, 
sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara kesatuan Republik 
Indonesia; (iii) badan hukum privat atau badan hukum publik; atau (iv) 
lembaga negara.36 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut UU No. 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah bahwa keempat subyek hukum 
tersebut dapat membuktikan dirinya mempunyai hak atau kewenangan 
konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau 
ketentuan undang-undang yang bersangkutan sehingga ia memohon agar 
undang-undang atau bagian dari ketentuan undang-undang dimaksud 
dinyatakan tidak mengikat secara umum. 
Demi kesejahteraan dan kemakmuran nasional, segala kebijakan 
publik haruslah taat terhadap aturan hukum, utamanya konstitusi. Kebijakan 
                                                          
35 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2014, hal 
271. 
36 Mengenai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lihat dalam Pasal 24C UUD 
1945 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk legal 
standing pemohon lihat Pasal 51 UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
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publik yang tidak berdasar pada konstitusi sebagai aturan hukum tertinggi 
merupakan sebuah penyimpangan terhadap ideologi dan konstitusi. 
Penyimpangan tersebut dapat diamati dari kecenderungan pembangunan 
hukum ekonomi dalam realitas sosial Indonesia, dewasa ini. Penyimpangan 
yang dilakukan oleh pengambil kebijakan mengarahkan pembangun hukum 
ekonomi Indonesia pada persetujuan World Trade Organization, suatu 
organisasi perdagangan internasional, yang mana di dalamnya terdapat 
keinginan-keinginan pihak asing yang tidak jarang bertentangan dengan 
Konstitusi Negara Indonesia. Persoalan tersebut diperparah jika kesepakatan 
dalam organisasi dagang internasional tersebut diratifikasi dalam perundang-
undangan Negara Indonesia, mulai dari Peraturan Daerah, Undang-Undang, 
atau bahkan hingga pada amandemen Undang-Undang Dasar dalam sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 
    Asumsi tersebut dapat dibuktikan dari beberapa Undang-Undang dalam 
bidang hukum ekonomi yang diuji materil oleh banyak pihak kepada 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Walhasil, setelah melakukan 
penafsiran Undang-Undang yang dimaksud terhadap Undang-Undang Dasar, 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan beberapa Pasal 
dalam Undang-Undang tersebut karena bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945. 
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    Adapun Undang-Undang yang dimaksud antara lain, Putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007, Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003, Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03/PUU-VIII/2010, Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 058-059-060-063/PUU-
II/2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 
036/PUU-X/2012.37 
    Lima Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, dapat 
dijadikan bukti betapa menyimpanganya pembangunan hukum ekonomi 
Konstitusi sebagai aturan hukum tertinggi Negara Republik Indonesia. Bahwa 
betapa pihak asing yang bekerja sama dengan pengambil kebijakan yang 
kurang sadar secara ideologis dan konstitusional telah mengarahkan 
pembangunan hukum ekonomi Indonesia ke arah yang tidak semestinya. 
Subyek penelitian adalah mini market, maka akar persoalan tersebut 
adalah kegiatan ekonomi. Berikut ini penulis sajikan keterkaitan peraturan 
tentang Mini Market dalam hierarki Perundang-Undangan di Indonesia mulai 
dari Undang-Undang Dasar hingga Peraturan Daerah. 
 
 
                                                          
37 Candra Irawan, Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia. Mandar Maju, Bandung. 2013, 
hal v. 
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No Hierarki Perundang-
Undangan 
Peraturan terhadap Mini Market 
(Kegiatan Ekonomi) 
Preskripsi terhadap Mini Market 
(Kegiatan Ekonomi) 
1 Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 
1945, Pasal 33. 
1) Perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
2) Cabang-cabang 
produksi yang penting 
bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai 
oleh negara. 
3) Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.  
 
Dilarang melakukan 
monopoli individu dalam 
kegiatan ekonomi, yang 
mana dibatasi oleh Negara 
demi kesejahteraan rakyat. 
 
2 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 42 Tahun 
2007 tentang Waralaba Pasal 1 
Angka 1 
“waralaba adalah hak khusus yang 
dimiliki oleh orang perseorangan 
atau badan usaha terhadap sistem 
bisnis dengan ciri khas usaha 
dalam rangka memasarkan 
barang dan atau jasa yang telah 
terbukti berhasil dan dapat 
dimanfaatkan dan atau digunakan 
oleh pihak lain berdasarkan 
perjanjian waralaba.”  
 
 
Mini market sebagai bagian dari waralaba 
digolongkan sebagai pasar/toko modern, 
sehingga dalam hal ini pengertian mini 
market dipersamakan dengan pengertian 
pasar/toko modern. 
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3 Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 112 Tahun 
2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern Pasal 1 Angka 5 
“toko modern adalah toko dengan 
sistem pelayanan mandiri, menjual 
berbagai jenis barang secara 
eceran yang berbentuk 
Minimarket, Supermarket, 
Department Store, Hypermarket 
ataupun grosir yang berbentuk 
perkulakan”.  
 
Terdapat perbedaan mendasar antara 
toko modern dan toko yang terdapat 
pada pasar tradisional, yaitu 
kemandirian pelayanan dan 
kelengkapan jenis barang jualan. 
4. Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 15 Tahun 
2009 Tentang Perlindungan, 
Pemberdayaan Pasar 
Tradisional dan Penataan 
Pasar Modern, Pasal 1 
Angka 11. 
“Pasar Modern adalah pasar yang 
dibangun dan dikelola oleh 
Pemerintah, Swasta atau Koperasi 
yang dalam bentuknya berupa Pusat 
Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, 
dan Shopping Centre serta sejenisnya 
dimana pengelolaannya dilaksanakan 
secara modern, dan mengutamakan 
pelayanan kenyamanan berbelanja 
dengan manajemen berada di satu 
tangan, yang bermodal relatif kuat, 
dan dilengkapi label harga yang 
pasti.” 
Pasar atau toko modern (mini market), 
lebih spesifik lagi pengertiannya dalam 
Perda, yaitu dapat dikelola oleh 
Pemerintah, Swasta, Koperasi, 
mengutamakan kenyamanan 
berbelanja, dan dilengkapi dengan 
harga yang pasti. 
Tabel 1. Preskripsi Mini Market dalam Aturan Perundangan-undangan 
 
Peraturan tentang mini market sebagai bagian dari kegiatan ekonomi 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 haruslah disusun 
berdasarkan asas kekeluargaan, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maksud dari dikuasai Negara ialah 
bahwa tanah yang digunakan untuk membangun bangunan mini market 
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tersebut berada dalam pengawasan penuh oleh Negara agar memiliki fungsi 
sosial. 
Mini market sebagai bagian dari waralaba digolongkan sebagai 
pasar/toko modern, sehingga dalam hal ini pengertian mini market 
dipersamakan dengan pengertian pasar/toko modern. Sehingga, dapat kita 
bedakan antara toko modern dan toko yang terdapat pada pasar tradisional, 
yaitu kemandirian pelayanan dan kelengkapan jenis barang jualan. 
Sementara Pasar atau toko modern (mini market), lebih spesifik lagi 
pengertiannya dalam Perda, yaitu dapat dikelola oleh Pemerintah, Swasta, 
Koperasi, mengutamakan kenyamanan berbelanja, dan dilengkapi dengan 
harga yang pasti. 
 
 
B.  Bentuk Penerapan sanksi bagi Mini Market yang melanggar 
Peturaran Perundang-undangan sebagai Perwujudan Sila Keadilan 
Sosial 
Berbeda dengan istilah good goverment yang hanya terbatas pada  
bagaimana menjadi pemerintah yang baik, good governance relatif lebih luas 
cakupannya, yaitu tentang menjalankan pemerintahan yang baik. Jadi, bukan 
hanya sekadar lembaga pemerintah, khususnya eksekutif, saja yang menjadi 
aktor, tetapi seluruh elemen pemerintahan, mulai. Terdapat 3 unsur penting 
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dalam mengimplementasikan good governance, yaitu Negara, Pasar, dan 
Masyarakat. Dominasi suatu unsur atas unsur lainnya, akan mengakibatkan 
ketimpangan. Dominasi negara melahirkan otoriter yang mengancam 
demokrasi. Dominasi pasar melahirkan kesenjangan ekonomi yang dikuasai 
oleh segelintir elite kapitalis. Dominasi masyarakat melahirkan anarki. Maka, 
ketiga unsur tersebut harus berjalan berkelindan dan seimbang. Itulah tiga 
cabang kekuasaan baru. Inilah trias politica modern.  
Ketiganya harus berjalan berkelindan untuk saling mengoreksi demi 
keseimbangan ketiga poros kekuasaan tersebut. Dalam konteks penelitian 
ini, jika pemilik toko modern adalah swasta, maka pemerintah dan organisasi 
masyarakat harus mengawasi kinerja toko modern milik swasta tersebut demi 
keseimbangan tatanan sosial. Pelanggaran terhadap suatu aturan akan 
dikenai sanksi sebagai konsekuensinya. 
Dalam norma hukum, pembuatnya adalah badan legistatif, eksekutif 
dan terkadang pula badan yudikatif. Dalam norma hukum pula, titik tekannya 
tertuju pada konsekuensi bagi pelanggaran norma, itulah yang disebut 
sanksi. Sanksi menjadi titik tekan dalam norma hukum bukan sekadar 
masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tak 
terpisahkan  dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. 
Menurut Achmad Ali, sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang 
esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah atau norma. Hampir semua 
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juris yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah 
bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.38 
 
Dalam kaitannya dengan Mini Market yang ada di Kota Makassar, 
penulis akan menyajikan data berupa jumlah mini market yang ada di Kota 
Makassar dan mencoba menarik preskripsi apakah keberadaan mini market 
tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru 
bertentangan. Dan jika bertentangan, sanksi apakah yang dijatuhkan pada 
mini market pelanggar tersebut. 
 
No Nama Toko Jumlah 
1 Alfa Midi 49 
2 Indomaret 147 
3 Alfa Mart 163 
4 Circle K 15 
 Total Jumlah 374 
Tabel 2. Data Mini Market dari Disperindag Kota Makassar (21 Juli 2016) 
 
 
                                                          
38 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1996, h. 62. 
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Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah mini market yang 
ada di Kota Makassar per 21 juli 2016 sebanyak 374 toko. Di mana berturut-
turut yang terbanyak adalah Alfa Mart sebanyak 163 toko, Indomaret 
sebanyak 147 toko, Alfa Midi sebanyak 49, dan Circle K sebanyak 15 toko.  
Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan 
Penataan Pasar Modern, diatur mengenai kewajiban pasar modern, termasuk 
mini market, yaitu; 
1) Setiap penyelenggara usaha pasar modern dan pasar tradisional 
mempunyai kewajiban: 
a) menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah,dan 
koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skalabesar, 
menengah dan kecil (khusus untuk usaha sepertiminimarket); 
b) mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam 
izinpenyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang 
berlaku,khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta 
laranganpraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 
c) meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin 
kenyamanankonsumen; 
d) menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; 
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e) memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan 
kelestarianlingkungan tempat usaha; 
f) mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudiandan 
perbuatan lain yang melanggar kesusilaan sertaketertiban 
umum di tempat usahanya; 
g) mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan 
peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang 
serta barang-barang terlarang lainnya; 
h) menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan 
dandrainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah 
bagikaryawan dan konsumen; 
i) memberikan kesempatan kepada karyawan dan 
konsumenuntuk melaksanakan ibadah; 
j) mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatandan 
kesejahteraan karyawan; 
k) menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai 
danmencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran 
ditempat usaha; 
l) menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulisdalam 
rupiah: 
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m) menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan 
pengaduankonsumen. 
2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap 
pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya 
kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung 
jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan 
pembangunan kemasyarakatan. 
 
Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan 
Penataan Pasar Modern, diatur mengenai larangan (sesuatu yang tidak 
boleh) dilakukan oleh pasar modern, termasuk mini market, yaitu; 
Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang : 
a) melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang 
dan/atau jasa secara monopoli; 
b) menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat 
di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan 
spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; 
c) menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan 
jenisnya membahayakan kesehatan; 
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d) menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa; 
e) mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin 
dariWalikota; 
f) memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing 
tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan 
Penataan Pasar Modern, diatur mengenai kewajiban pasar modern, termasuk 
mini market, yaitu; 
1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam: 
a) Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 
dikenakan sanksi administratif; 
b) Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
huruf a, berupa: 
a) Pembekuan Izin Usaha; 
b) Pencabutan Izin Usaha. 
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3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
pasal ini apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-
turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan; 
4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
pasal ini dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini; 
5) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini 
berupa tidak dapat membuka kegiatan usaha sesuai dengan 
ketentuan Perundang-undangan. 
Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak,syarat-syarat 
perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, 
berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak 
tanpa tekanan. Maka, sanksi administratif dikenakan pada pelaku usaha yang 
melanggar; 
a) Pasal 11 ayat 2; Potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan 
hargayang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern 
tanpadikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secaraperiodik 
maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnyamaksimum 1% (satu persen); 
b) Pasal 12; (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada 
PemasokUsaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara 
tunaiuntuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh 
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juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) harisetelah 
seluruh dokumen penagihan diterima. (2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 
(satu) jaringan usaha. 
c) Pasal 18 ayat (4); Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b wajibdilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. 
d) Pasal 20;  
(1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
wajibmenyampaikan laporan berupa: 
a. Jumlah gerai yang dimiliki; 
b. Omset penjualan seluruh gerai; 
c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; 
d. Jumlah tenaga kerja yang diserap. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 
semester kepada: 
a. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan; 
b. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan. 
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuksemester 
pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil wawancara yang kemudian diolah dalam pembahasan, 
maka penulis menarik beberapa simpul permasalahan, diantaranya; 
1. Bahwa mini market sebagai bagian dari waralaba digolongkan 
sebagai pasar/toko modern, sehingga dalam hal ini pengertian mini 
market dipersamakan dengan pengertian pasar/toko modern. 
Sehingga, dapat kita bedakan antara toko modern dan toko yang 
terdapat pada pasar tradisional, yaitu kemandirian pelayanan dan 
kelengkapan jenis barang jualan. Sementara Pasar atau toko modern 
(mini market), lebih spesifik lagi pengertiannya berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar 
Modern Pasal 1 Angka 11, yaitu dapat dikelola oleh Pemerintah, 
Swasta, Koperasi, mengutamakan kenyamanan berbelanja, dan 
dilengkapi dengan harga yang pasti. 
2. Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional 
dan Penataan Pasar Modern, Pelaku Usaha yang melanggar 
ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan 
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izin usaha, pencabutan izin usaha, dan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa tidak dapat 
membuka kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan. 
 
B. Saran 
 Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis mengajukan 
beberapa saran sebagai rangkaian tindak lanjut dalam pengembangan mini 
market berbasis hukum ekonomi di Kota Makassar; 
1. Agar kiranya pihak pemerintah, dalam hal ini Disperindag Kota 
Makassar, untuk proaktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja 
mini market dalam rangka pembangunan hukum ekonomi. 
2. Agar kiranya pihak swasta, dalam hal ini pelaku usaha mini market, 
untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan pedagang kecil 
berbasis UKM untuk peningkatan perekonomian daerah. 
3. Agar kiranya lembaga swadaya masyarakat  untuk tetap independen, 
peduli, dan kritis dalam mengawal pelbagai ketimpangan ekonomi dan 
pelanggaran hukum demi terwujudnya suatu keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia, minimal warga daerah kota Makassar. 
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